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ABSTRAK

Allah SWT. Telah memberikan anugerah yang sangat besar bagi bangsa
Indonesia, berupa kandungan mineral pertambangan yang luar biasa besarnya.
Berdasarkan hasil penelitian lembaga Fraser Institute, prospek mineral di
Indonesia menduduki peringkat 6 (enam) teratas di dunia. Sejatinya anugerah ini
adalah hak rakyat, harus dinikmati dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi
kemaslahatan rakyat. Saat ini terjadi praktek Illegal mining (pertambangan llegal)
yang membuat kerugian dalam pemanfaatan potensi mineral pertambangan
tersebut. Di antara kerugiaannya adalah merapok aset pertambangan negara,
merusak lingkungan hidup, dan melanggar Hak Asasi Manusia bagi masyarakat
sekitar pertambangan.

Penyusun membahas illegal mining ini, terutama yang berkaitan dengan
pertanggungjwaban pidana bagi pelaku illegal mining perpektif hukum Islam.
Hukum Islam memiliki sanksi yang tegas terhadap kejahatan yang merusak
lingkungan. Hal ini menjadi sumber hukum bagi penyusunan peraturan
perundangan yang dibuat di Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif
yuridis. Sehingga kejahatan illegal mining ini bisa dikaji menggunakan Hukum
Islam secara komprehensif. Skripsi ini menggunakan metode Qiyas untuk
menganalogikan kedalam hukum Islam yang secara tekstual tidak menyebutkan
istilah illegal Mining.

Kesimpulan bahwa kejahatan illegal mining termasuk ke dalam tindak
pidana ta’zir, yaitu tindak kejahatan yang tidak memenuhi syarat had ataupun
qisas diyat secara sempurna. Namun dengan pidana ta’zir ini sikap tegas hukum
Islam terhadap pelaku illegal Mining tidak melunak, bahkan sanksi tegas tersebut
bisa berupa hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman
pengasingan, dan hukuman denda. Bagi badan hukum pelaku illegal mining, dapat
dijatuhkan hukuman pencabutan izin dan perampasan aset badan hukum. Adapun
pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut adalah Ulil-Amri, yang
tentunya harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang dijatuhkan
efektif.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No:
158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

I—Aur;lgf Nama Huruf Latin Keterangan

i N S’ & tidak dilambangkan
- Ba B Be

Gl Ta' T Te

< Sa' S es titik atas

z Jim J Je

- Ha 4 ha titik di bawah
z Kha' Kh ka dan ha

2 Dal D De

3 Zal Z zet titik di atas
J Ra' R Er

® Zai z Zet

o Sin S Es

g Syin Sy es dan ye
U= Sad S es titik di bawah
Ua Dad b de titik di bawah
L Ta' T te titik di bawah




L za z zet titik di bawah
& Ayn koma terbalik (di atas)
¢ Gayn G Ge
s Fa' F Ef

) Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

J Lam L El

e Mim M Em

8 Niin N En

K Waw W We

® Ha' H Ha

3 Hamzah Apostrof

S Ya Y Ye

I1. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap:
(Yol ditulis muta‘aqqidin
e ditulis ‘iddah
1. Ta@" marbitah di akhir kata.
1. Bila dimatikan, ditulis h:
4 ditulis hibah
Lo ditulis jizyah
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya,

kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

A daxd ditulis ni'matullah



DRl B ditulis zakatul-fitri
IV. Vokal pendek

___ @ (fathah) ditulis a contoh Qoo ditulis
daraba

___ (kasrah) ditulis i contoh /eﬁ-/-él ditulis fahima
__ = (dammah) ditulis u contoh ‘3% ditulis kutiba

V. Vokal panjang:
1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)

lals ditulis jahiliyyah

2. fathah + alif maqstr, ditulis a (garis di atas)
(s ditulis yvas'a

3. kasrah + ya mati, ditulis T (garis di atas)
e ditulis majid

4. dammah + wau mati, ditulis @ (dengan garis di atas)
Ry A ditulis furid

VI. Vokal rangkap:
1. fathah + ya mati, ditulis ai

es-\-\-' ditulis bainakum
2. fathah + wau mati, ditulis au
J.8 ditulis gaul
VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan
apostrof.
ety ditulis a‘antum
Gac ditulis u'iddat
A3 SE Al ditulis la'in syakartum

VIIIL. Kata sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-



ol ditulis al-Qur'an
ol ditulis al-Qiyds
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-ny
ol ditulis asy-syams
o Lol ditulis as-sama’

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut
penulisannya

o234l (553 ditulis zawi al-furiid

Al AV ditulis ahl as-sunnah
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MOTTO

SETETES EMBUN UNTUK ORANG KEHAUSAN
ADALAH SAMUDERA KEHIDUPAN
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Joo ol gy 5 skishias Oltgsly B0 Y1 Y Ol Lol ) ey 1 ey

o Ll e Wl g ) ey des S g e
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara yang mempunyai kandungan mineral sangat besar di
dalam perut buminya. Menjadikan negara ini mempunyai potensi pendapatan
yang besar, baik dari hasil produksi mineral maupun konsumsi penjualan ke dunia
internasional. Hal itu merupakan anugerah dari Allah SWT yang wajib disyukuri
oleh semua warga negara Indonesia dan dimanfaatkan secukupnya untuk

kemaslahatan umat manusia secara adil dan merata.

Menurut data dari Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, bahwa negara
Indonesia saat ini masih menempati posisi produsen terbesar kedua untuk
komoditas timah, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi kelima
untuk komoditas nikel, posisi terbesar ketujuh untuk komoditas emas, dan posisi

kedelapan untuk komoditas batubara.*

Bahkan jika diakumulasikan, potensi pertambangan Indonesia terutama
pertambangan non-migas berupa mineral adalah berpotensi cukup menjanjikan
bagi Ekonomi Indonesia. Hal itu berdasarkan hasil penelitian lembaga Fraser
Institute yang menyatakan bahwa prospek mineral di Indonesia menduduki

peringkat 6 (enam) teratas di dunia. Terlebih potensi ini juga didukung oleh

! Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Laporan Pemetaan Sektor
Ekonomi (Sektor Pertambangan), versi PDF (Jakarta: Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter
Bank Indonesia, 2006) him. 9.
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kinerja produksi dan ekspor yang terus meningkat dengan tingkat efisiensi yang
cukup tinggi. Sektor pertambangan di Indonesia juga diperkirakan memiliki
keterkaitan (linkage) yang erat dengan sektor penting lainnya, misalnya saja
terkait dengan produktivitas penyerapan tenaga kerja yang tertinggi, dibandingkan
sektor lainnya, karena bisa menyerap tenaga kerja masyarakat di daerah sekitar

pertambangan dalam skala besar.?

Timbul permasalahan saat ini yang sangat memprihatinkan, yaitu maraknya
praktek pertambangan ilegal (illegal mining) yang terkesan tidak ada
penyelesaiannya. Seringkali illegal mining dituduhkan kepada masyarakat kecil
yang mengais sisa-sisa pertambangan perusahaan besar, mereka dianggap tidak
memiliki izin untuk memanfaatkan segelintir limbah tambang. Sangat ironis
dengan realita perusahaan besar yang jelas melakukan penyimpangan dalam
penambangan, bebas begitu saja merampok kekayaan perut bumi Indonesia.
Padahal illegal mining kerap kali juga dilakukan oleh perusahaan raksasa yang
memiliki izin formal dari pemerintah, namun mereka menyalahi prosedur karena
kerakusannya melebihi batas-batas pertambangan. Ataupun melakukan praktek
pertambangan dengan merusak ekosistem alam dan tidak ada upaya yang jelas

atas konservasi dan rehabilitasi lahan bekas pertambangan.

Dari permasalahan kompleks tersebut penyusun merasa tertarik untuk meneliti
peranan konsep hukum Islam dalam kontribusinya memberantas Illegal Mining di
Indonesia, dimanakah peranan Hukum Islam saat ini terhadap penyelesaian kasus

Illegal Mining tersebut. Padahal Indonesia adalah negara yang berpenduduk

2 Ibid, him. 10.
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mayoritas muslim dan terbesar di dunia. Hukum Islam harus menjadi solusi yang

tepat dalam penyelesaian masalah illegal mining ini.

Dalam tataran ideal, Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menyeru umat
manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan
kemungkaran. Oleh karena itu, Islam selain agama tauhid adalah juga agama
hukum, yaitu sebuah agama yang senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai
dan norma luhur kepada seluruh umatnya, agar selalu bertindak serta berperilaku
berdasarkan pada tata aturan hukum yang melahirkan kemaslahatan. Tata aturan
hukum dalam Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari

al-Qur'an dan Hadis yang disebut dengan Syar.®

Secara umum tujuan syar7 dalam merumuskan hukum-hukumnya adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (dhariiri)
bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (hajiyyvar) dan menegakan
kebaikan-kebaikan manusia (tahsiniyyat). Itulah tujuan utama syar7 dalam

upayanya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia®.

Melihat realita sekarang ini, kemaslahatan dan kesejahteraan manusia menjadi
terganggu akibat dampak dari kejahatan Illegal Mining, karena sudah
menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan negara, baik dari segi
ekonomi maupun kelestarian lingkungan Indonesia. Namun dengan kerugian yang

sangat besar itu bangsa Indonesia belum menunjukan upaya yang tegas dalam

% Abu Al-‘ala Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, diterjemahkan oleh
Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995) Him. 70.

4 Abdul Wahhab Khimlaf, Timu Ushil Figh, Cet. 1, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad
Qarib (Semarang : Dina Utama, 1994) him. 310.
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memberantas Illegal Mining. Hal tersebut ditandai dengan tetap maraknya kasus
Illegal Mining atas perut bumi Indonesia dan tidak terlihat adanya tanda-tanda jera

dan ketakutan dari para penambang ilegal dalam melakukan kejahatannya.

Idealnya, semua aturan formal adalah dibuat dengan tujuan untuk menjaga
perilaku manusia agar selalu berakhlak terpuji, tidak berbuat kerusakan, tidak
merugikan orang lain, dan untuk menjaga stabilitas kondisi masyarakat. Meskipun
pada dasarnya manusia itu diciptakan berkecenderungan terhadap kebaikan,
namun sekali-kali manusia itu juga mempunyai sisi negatif untuk berbuat
kerusakan di muka bumi. Adapun tujuan akhirnya aturan formal itu adalah target
terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tenteram sesuai
dengan konsep magqasid asy-syari'ah.” Karena itulah dalam Hukum Islam terdapat
sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah refresif dan prefentif dalam

mewujudkan tujuan syarT tersebut.

Tujuan utama adanya sanksi tegas bagi pelanggar syara' adalah mengarahkan
seseorang agar tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat tindak pidana (jarimah),
sehingga kemaslahatan manusia bisa terjamin dan diwujudkan bersama-sama.
Secara konseptual tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal

kebutuhan pokok manusia yang disebut dengan istilah maslahah dara, yaitu din

% Magasid Asy-Syari'ah digagas oleh As-Syatibi dengan penekanan terhadap hubungan
kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi, juga berdasarkan atas
kemaslhatan manusia. Lihat: Asafri Jaya Bakri, Konsep maqgasid asy-syari'ah menurut As-Syatibi
(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996) HIm. 64-65.
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(untuk perlindungan terhadap agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), ‘aql (akal),

dan mal (harta benda).®

T 855 Ol Bal s aalls A5 Ol s Leie sedale tial sl ) pos Lai ) JB

Tosalad ¥ Lo "l o ) sled () 5 Ulalis 4y U0 ol L

Maksud ayat di atas, bahwa Allah SWT telah menetapkan aturan yang jelas
terhadap kejelekan, yaitu dengan mengharamkan perbuatan keji, baik nampak
jelas ataupun tersembunyi, perbuatan dosa, dan melanggar hak manusia tanpa
alasan yang benar. Kejelekan juga nampak jelas terkandung dalam perilaku yang
mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan alasan dalil
untuk itu dan pastinya Allah mengharamkan perilaku mengada-ada terhadap
Allah apa yang tidak manusia ketahui. Dalam al-Qur’an juga dijelaskan bahwa
seorang manusia jangan sekali-sekali merugikan hak-hak manusia lainnya dan

Islam melarang tegas berbuat kerusakan disekitar bumi tempat manusia hidup.

Dalam khazanah Islam sendiri, bila kita perhatikan berdasarkan latar belakang
sosio-historisnya, perbincangan mengenai lllegal Mining belum pernah dikaji
secara eksplisit. Hal itu terindikasikan dengan tidak adanya tema diskusi yang

memiliki konsentrasi khusus pada permasalahan Illegal Mining, lebih khususnya

® Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Cet. | (Yogyakarta: Logung
Pustaka, 2004) him. 5.

T Al-A'raf (7): 33.

® Had (11): 85.

22



lagi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidananya menurut Hukum
Islam. Oleh karena itu dalam Hukum Islam belum menghasilkan satu solusi
konkret apapun, tentang bagaimana menangani secara efektif tindak kejahatan

Illegal Mining.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka bisa ditarik satu kesimpulan awal,
bahwa Illegal Mining sebagai fenomena aktual dalam khazanah hukum Islam,
yang sesungguhnya masih sangat perlu dikaji lebih mendalam, terutama ditinjau
dari perspektif yang relevan dengan situasi kondisi sekarang. Dengan demikian,
kajian intensif dan penelaahan mendalam tentang tindak kejahatan Illegal Mining
tidak berdasarkan pada teoritik saja, melainkan juga bentuk konkret penegakan
supremasi hukum yang telah ada, yaitu dengan mempertegas pertanggungjawaban
pidana bagi pelaku Illegal Mining. Dengan demikian kejahatan Illegal Mining di

Indonesia dan dunia bisa ditangani.

Dari pemikiran di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji Illegal Mining dengan
menggunakan perspektif hukum Islam, dengan tujuan untuk menggali tentang
bagaimana sesungguhnya hukum Islam mengatur secara spesifik aturan-aturan
pertambangan dan bagaimana pertanggung-jawaban tindak pidana Illegal Mining
di Indonesia. Kajian ini tentu saja sangat menarik untuk dikaji, karena dalam
sejarah Islam sampai saat ini tidak pernah mengenal istilah Illegal Mining secara

ekplisit dalam pengertian apapun.
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B. Pokok Masalah
Dengan mengetahui latar belakang masalah diatas, penyusun menemukan masalah
yang menarik untuk dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana pandangan hukum

Islam terhadap pertanggungjawaban pidana Illegal Mining ?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pertanggungjawaban pidana yang tegas dan tepat terhadap illegal mining

dalam pandangan Hukum Islam.

2. Kegunaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
khazanah pemikiran dalam hukum Islam khususnya dan memberikan solusi
yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam pemberantasan illegal mining.
Sehingga potensi sumber daya mineral dan pertambangan yang
dianugerahkan Allah SWT didalam perut bumi Indonesia bisa dinikmati oleh
seluruh masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu sumber pembangunan

ekonomi Indonesia yang mensejahterakan rakyat.

D. Telaah Pustaka
Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut
penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap
masalah yang menjadi obyek penelitian. Sehingga mendapatkan referensi tepat

yang berkaitan dengan kasus Illegal Mining tersebut.
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Berdasarkan pengamatan penyusun sampai saat ini, belum ada karya ilmiah
ataupun buku-buku dari berbagai disiplin ilmu yang membahas khusus mengenai
pertanggungjawaban pidana Illegal Mining perspektif Hukum Islam. Meskipun
demikian, ada beberapa buku dan karya ilmiah yang substansinya memiliki

pembahasan menyinggung masalah Illegal Mining, di antaranya adalah:

Buku berjudul Konservasi Alam Dalam Islam ditulis oleh Fachrudin M.
Mangunjaya, buku ini mempertegas kedudukan perintah Allah terhadap semua
manusia untuk selalu melestarikan alam karena sesungguhnya alam adalah
amanah yang dipikulkan kepada setiap manusia sebagai khalifahNya, jika
manusia malah merusak alam berarti mengkhianati amanah Allah SWT. Berkaitan
dengan hal itu lllegal Mining merupakan salah satu perbuatan pertambangan
mineral dari perut bumi yang tidak sesuai prosedur, sehingga sangat
dimungkinkan disertai perusakan alam dan ekosistem lingkungan. Didalam buku
ini juga dijelaskan beberapa konsep hukum Islam dalam pemeliharaan alam, krisis
lingkungan yang tengah terjadi sekarang adalah akibat kesalahan manusia sendiri
dalam menanggapi dan memahami persoalan lingkungannya, seringkali manusia
menganggap alam yang mengakibatkan bencana namun ternyata manusia

sendirilah yang mengakibatkan bencana itu terjadi.’

Buku berjudul Merintis Figh Lingkungan Hidup yang ditulis oleh Prof. KH. Ali
Yafie cukup relevan dijadikan referensi pustaka dalam penulisan skripsi ini. Ali
Yafie dalam bukunya ini menuliskan bahwa pertambangan yang berakibat

kerusakan lingkungan adalah menyalahi aturan figh (Hukum Islam). Seharusnya

® Fachrudin M. Mangunjaya, Konservasi Alam Dalam Islam (Jakarta: yayasan Obor, 2005).

25



setiap muslim bisa menta’ati aturan figh, karena sesungguhnya aturan mengenai
pelestarian lingkungan hidup adalah termasuk bagian dari iman seorang muslim.
Kualitas iman seseorangn bisa diukur salah satunya dengan nilai sensitifitas dan
kepedulian terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Menjaga Kkelestarian
lingkungan hidup juga dikategorikan Ali yafie sebagai komponen utama (primer)

dalam kehidupan manusia (ad- dara)."

Buku yang cukup relevan juga adalah buku berjudul Islam Ramah Lingkungan:
Konsep dan Strategi Islam dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan Penyelematan
Lingkungan, ditulis oleh Nadjamudiin Ramly. Dalam buku tersebut Ramly
menegaskan bahwa manusia sebagai Khalifah (wakil) Allah salah satu tugasnya
antara lain membuat bumi kertaraharja (makmur). Hal ini menunjukan bahwa
kelestarian dan kerusakan alam berada ditangan manusia. Dalam Islam, hak
mengelola alam tidak dapat dipisahkan dari unsur kewajiban dalam memelihara
kelestarian lingkungan. Banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an yang membicarakan
larangan merusak bumi mengindikasikan kewajiban umat Islam untuk memelihara

kelestarian dan keasrian bumi.!*

Sebuah buku yang cukup relevan dengan judul skripsi ini adalah buku berjudul
Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup.
Buku tersebut ditulis secara berjam’ah oleh Fachruddin M. Mangunjaya, Husain
Heriyanto, Reza Gholami, dan empat belas penulis lainnya, atas dorongan dari

Conservation Internasional Indonesia. Didalam buku ini ditegaskan bahwa

10" Ali Yafie, Merintis Figh Lingkungan Hidup (Jakarta: Ufuk Press, 2006).

1 Nadjamuddin Ramly, Islam Ramah Lingkungan (Jakarta: Grafindo, 2007).
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persoalan lingkungan hidup, merupakan masalah global yang memerlukan
perhatian semua pihak. Sehingga tidak bisa diatasi tanpa adanya pendekatan
strategis yang bervisi global-holistik di tingkat pengambil kebijakan dan
tersedianya solusi-solusi lokal pada tataran pelaksanaan praktis. Ditambah
dengan kesadaran tentang posisi diri manusia sebagai pengemban amanah Tuhan
di muka Bumi, bukan sebagai pemburu materialisme yang tidak sadar diri. Islam
sebagai agama satu milyard di muka bumi ini diharapkan memberikan kontribusi
yang nyata terhadap perlindungan lingkungan hidup demi kelestarian alam

sebelum kiamat tiba.'?

Dengan demikian pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana Illegal
Mining ini belum terlalu banyak dituliskan didalam sebuah buku, namun dengan
besarnya kerugian akibat Illegal Mining yang terjadi di Indonesia saat ini, maka
tidak luput dari pemberitaan di media massa yang menyebutkan maraknya kasus
tersebut, meskipun pemberitaan tersebut masih sangat minim dan terkesan tidak
mendapatkan porsi khusus, dan tentu saja di dalam pemberitaan tersebut belum

ada yang spesifik membahas Illegal Mining ditinjau dari hukum Islam.

Oleh karena itu melalui penulisan skripsi ini penyusun mencoba mencari titik
temu antara pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Illegal Mining dengan
hukum Islam, sehingga diharapkan mendapatkan sebuah solusi nyata dalam
membantu pemerintah dan penegak hukum dalam memberantas Illegal Mining di

Indonesia.

2" Fachruddin M. Mangunjaya, dkk. Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi dan

Gerakan Lingkungan Hidup (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).
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E. Kerangka Teoritik
Setiap kejahatan pasti menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Kejahatan Illegal
Mining saat ini merugikan banyak hal, baik kerugian material maupun non
material, bahkan kerugian negara maupun kerugian individual yang dirasakan
langsung oleh masyarakat. Kejahatan lllegal Mining ini tidak bisa dibiarkan
begitu saja, karena dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa
Indonesia, maka kejahatan Illegal Mining ini harus segera diberantas dari bumi

Indonesia sampai kepada akar-akarnya dan “tidak pandang bulu”.

Hukum Islam mempunyai konsep tujuan hidup yang sangat luhur. Tujuan itu
dinamakan Magasid asy-syari’ah, yang menurut As-Syatibi adalah terbagi

kedalam 5 bagian yang sangat penting: =3

1. Hifz an-Nafs, (hak untuk hidup), bagian ini berarti bahwa setiap manusia
memiliki hak untuk hidup dengan nyaman, tanpa ada yang menggangu
seorangpun. Sehingga menjadi kewajiban bagi setiap individu untuk selalu
menjaga dirinya agar bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak
diperbolehkan seorang dengan orang lain saling membunuh, karena dengan
melakukan pembunuhan berarti menghilangkan hak seseorang dalam
kehidupannya.

2. Hifz al-‘agl (hak untuk berfikir sehat), bagian ini berasri bahwa setiap orang
berhak untuk bisa menggunakan fikirannya secara sehat, tidak diperbolehkan

seseorang mencoba merusak akal dan pikiran orang lain dengan cara meracuni

3" Ali Yafie, Merintis Figh Lingkungan Hidup (Jakarta: Ufuk Press, 2006) him. 186-187.
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pikiran dengan materi-materi yang kotor dan tidak sehat. Wajib bagi setiap
orang untuk menjaga akalnya agar tidak mengalami perubahan paradigma yang
tidak sehat.

3. Hifz al-Mal (hak untuk memiliki harta/properti), yaitu setiap orang berhak
memiliki dan menikmati hartanya secara maksimal, tidak diperbolehkan
seseorang mengganggu dan mencuri harta orang lain yang bukan haknya.
Sehingga wajib bagi setiap orang menjaga harta dan propertinya dari gangguan
orang lain, misalnya dengan cara tidak memberikan celah dan kesempatan bagi
orang untuk mencuri properti orang lain.

4. Hifz an-Nasab (hak berketurunan), bagian ini berarti bahwa setiap orang
berhak memiki keturunan, melakukan reproduksi, dan hidup bahagia bersama
keluarganya masing-masing. Tidak diperbolehkan orang lain mengganggu
ataupun menodai nasab orang lain, sehingga wajib bagi setiap orang untuk
menjaga keutuhan dan kehormatan keturunan dan keluarganya dari kerusakan
nasab.

5. Hifz ad-Din (hak beragama), bagian ini memiliki arti bahwa setiap orang
mempunyai hak untuk menjalankan agama secara baik dan sesuai dengan
syari’at. Tidak diperbolehkan seseorang mengganggu agama orang lain,
sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjaga agamanya agar tidak dinodai
dan dirusak oleh orang lain.

Konsep Magasid asy-syari’ah ini memiliki nilai esensial yang sangat
tinggi, bila saja semua orang bisa melaksanakannya, niscaya tidak akan ada tindak

kejahatan yang merugikan orang lain. Namun masa Kini, telah terjadi perubahan
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radikal dalam paradigma peradaban manusia. Manusia dituntut untuk melakukan
eksploitasi terhadap alam secara optimal, sebagai konsekuensi dari peradaban
industri modern. Tuntutan yang didukung dan bersumber dari sifat serakah
manusia, telah mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan alam. Karena
peningkatan tuntutan eksploitasi alam tersebut berbanding terbalik dengan upaya
optimal manusia untuk menjaga kelestariannya. Secara kuantitatif dan kualitatif
kerusakan alam ini pun secara signifikan diperparah oleh pertumbuhan jumlah

penduduk dunia yang terus meningkat.

Sementara itu, aspek pemeliharaan terhadap lingkungan hidup (Hifz al-
Br’ah) belum diungkap secara eksplisit. Bila mengkaji sejarah saat itu, hal tersebut
dimungkinkan beberapa sebab. Pertama, rumusan tersebut dibuat pada masa pra-
industri sehingga persoalan kerusakan alam belum menjadi persoalan yang
krusial. Kedua, lingkungan geografis jazirah Arab (ketika itu) merupakan wilayah
yang tidak memberi kemungkinan untuk lahirnya pemikiran berkenaan dengan
pemeliharaan alam. Dengan demikian, tidak ada alasan yang cukup untuk
mempersalahkan pemikiran Islam klasik atas rumusan tersebut, karena memang

belum ada kebutuhan mendesak untuk mempersoalkan tentang kelestarian alam. **

Penyusun sependapat dengan Ali Yafie bahwa tujuan hukum lIslam yang
mengacu pada teori As-Syatibi harus ditambah dengan konsep Hifz al-Bi’ah, yaitu
suatu konsep dari tujuan Hukum Islam dalam rangka menjaga dan melindungi
lingkungan hidup. Melihat pada realita kondisi bumi dan lingkungan hidup saat

ini yang sudah sangat menghawatirkan, kerusakan terjadi di muka bumi tempat

1 Ibid, him. 186-187.
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hidup manusia, padahal merusak lingkungan bumi sangat dilarang oleh Islam

karena bisa berkibat fatal bagi kehidupan semua orang, firman Allah:
10 52 n pelal slae (53 (s ag@id Gulil) (gl s Lay sanll s ) A Sldll el

Kejahatan Illegal Mining termasuk kedalam salah satu kejahatan yang
kompleks, karena didalamnya terkait dengan harta (penambangan mineral yang
berharga) dan lingkungan hidup (melakukan kegiatan pertambangan dengan
merusak ekosistem). Kerugiaannya berakibat fatal bagi tatanan negara dan
lingkungan hidup di muka bumi. Namun kita patut bersyukur bahwa Hukum
Islam maupun hukum peraturan perundangan Indonesia mempunyai korelasi
positif. Dari segi tujuannya, baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana
Indonesia sama-sama bertujuan memelihara kepentingan dan ketentraman

masyarakat seluruhnya.

Hukum Islam jelas melarang adanya perbuatan yang merugikan ataupun
mengganggu kepentingan serta ketentraman masyarakat, terlebih kejahatan yang
disertai perusakan terhadap lingkungan hidup, maka sanksi Allah terhadap
kejahatan tersebut sangat tegas, berupa dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan
dan kakinya, atau diusir dari tempat tinggalnya. Adapun siksaan Allah di akhirat

akan lebih berat lagi, firman Allah SWT:

5 Ar Rum (30): 41.
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Dalam ayat lain Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan
kebaikan dalam menegakan hukumNya dan melarang manusia untuk menjauhi

perbuatan keji dan jahat, Allah berfirman:

aStany aall g HSial) g cliadl) (o e s Ul (53 Gl L solua )y Jaalls el )

) 5 S aSla]

Didalam konteks hukum Indonesia kejahatan lllegal Mining diatur oleh
Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara yang menegaskan bahwa mineral dan batubara yang terkandung
dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak
terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan
penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu
pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara
nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat secara berkeadilan."®

16 Al-Maidah (5): 33.
Y An-Nahl (16): 90.

8 Lihat konsideran poin (a.) Undang-undang Rl Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara.
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Undang-undang tersebut merupakan peraturan terbaru mengenai
pertambangan mineral dan batu bara, setelah lebih dari 47 tahun ditetapkannya
undang-undang 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan yang sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan
peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara
yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara
secara mandiri, amdal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan

lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.*®

Didalam UU tersebut, dijelaskan beberapa jenis pertanggungjawaban
pidana bagi para pelaku lIllegal Mining, yaitu pidana penjara, pidana kurungan,
pidana denda, pidana pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan
hukum,?® perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana,
perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban

membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.”*

Sebenarnya telah ada niatan yang bagus dari pemerintah dalam
memberantas lllegal Mining, yaitu dengan usaha pemerintah membuat UU
pertambangan mineral dan batu bara tersebut pada tahun 2009 tahun lalu, meski
terkesan lambat, namun harus tetap diapresiasi dan didukung oleh masyarakat.
Namun permasalahannya sekarang, apakah dalam pelaksanaannya UU tersebut

dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat? Terbukti masih maraknya

9 Ibid poin (c).
% Undang-undang Rl Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
pasal 163 ayat (2).

2 pasal 164.
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kasus illegal mining dan hasil sumber daya alam itu belum bisa dinikmati
masyarakat secara maksimal. Maka Hukum Islam dengan konsep magasid asy-
syari’ah bisa menjadi solusi alternatif dalam ketegasan memberantas Illegal

Mining di Indonesia.

Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (library research) yaitu
penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku dan data-data yang
diperoleh dari studi pustaka, baik berupa buku, majalah, surat kabar,
manuskrip, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu,
jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka

yang ada yang berkaitan erat dengan persoalan yang dikaji oleh penyusun.?

2. Obyek Penelitian
Materi yang menjadi obyek penelitian ini adalah pertangungjawaban pidana

kejahatan lllegal Mining dari sudut pandang hukum Islam.

3. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriftif-analitik, yaitu menganalisa secara kritis
beberapa pemikiran yang berhubungan dengan masalah Illegal Mining dan
menginterpretasikan peristiwa-peristiwa faktual ditinjau dari perspektif Hukum
Islam kontemporer yang sudah tertulis dalam al-Qur’an dan al-Hadi$ serta

kaidah-kaidah hukum lainnya, sehingga memperoleh suatu konklusi

2 M. Igbal Hasan, Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghimia
Indonesia, 2002) him. 11.
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komprehensif sebagai jawaban dari rumusan masalah dari data-data yang telah
terkumpul. Dalam tataran aplikatifnya, penyusun mendeskripsikan pokok-
pokok gagasan mengenai tindak pidana kejahatan dalam Illegal Mining dan
bentuk pertanggungjawaban pidanya, kemudian dilakukan analisis dalam

perspektif hukum Islam.

4. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif
dan Yuridis. Dengan maksud bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa
terhadap pertanggungjawaban pidana Illegal Mining. Pendekatan lain yang
penyusun coba gunakan adalah pendekatan suatu masalah berdasarkan norma-
norma yang berlaku yaitu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan
beberapa Hukum Internasional yang berkaitan dengan lllegal Mining, dan

tentunya menganalisa perbuatan tersebut berdasarkan Hukum Pidana Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data
a. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku sebagai
sumber utama.?® Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa data dari
dokumentasi yang relevan dengan masalah Illegal Mining .
b. Setelah terkumpul, maka dilakukkan penelaahan secara kritis dan sistematis
dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh
data ataupun informasi yang selanjutnya diklasifikasikan dan dideskrifsikan,

sehingga diharapkan diperolehnya kesimpulan yang akurat.

2 Lihat penjelasan Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar
Grafika, 2002) him. 50.
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6. Analisis Data

Setelah data-data diperolehn maka langkah selanjutnya adalah
menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode
analisis data yang penyusun gunakan adalah metode Induktif dan Deduktif.
Metode Induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan
kenyataan-kenyataan yang bersifat Khusus, kemudian diakhiri dengan
kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif
adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-
dalil, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan

kesimpulan yang bersifat khusus.?*

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan yang akan penyusun gunakan didalam penulisan skripsi

ini adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah,
tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan

sistematika pembahasan.

Bab dua tentang gambaran umum mengenai Illegal Mining, meliputi pengertian
Illegal Mining, dasar hukum yang bisa menjerat kejahatan Illegal Mining, dan

Sanksi Hukum Illegal Mining dalam Hukum Positif Indonesia.

2 sutrisno Hadi, Metodologi Research (Jakarta: Bumi Aksara, 1998) him. 76.
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Bab tiga membahas seputar kasus lIllegal Mining di Indonesia dan
perkembanganya, faktor-faktor penyebab timbulnya Illegal Mining, dan mengenai

dampak kerugian akibat Illegal Mining.

Bab empat merupakan analisis hukum Islam terhadap Illegal Mining, yaitu
memberikan analisa terhadap Illegal Mining berdasar hukum pidana Islam:
diawali dengan penjabaran hukum pertambangan menurut Islam, kemudian
penjabaran Illegal Mining didalam hukum Islam, dan sanksi hukum bagi pelaku

Illegal Mining sebagai pertanggungjawaban pidananya.

Bab lima, merupakan bagian penutup dari skripsi ini, bab ini berisi kesimpulan

dan saran-saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Illegal mining merupakan fenomena aktual dalam khazanah hukum Islam saat ini.
Dengan sifatnya yang tegas namun tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia,
pertanggungjawaban pidana pelaku illegal mining menurut pandangan Hukum
Islam termasuk ke dalam kejahatan jarimah ta’zir, namun tetap memberikan
sanksi yang tegas. Sanksi tegas tersebut bisa berupa hukuman mati, hukuman jilid,
hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman denda atau perampasan
harta benda pelakunya. Pihak yang berhak menjatuhkan hukuman tersebut adalah
pemerintah yang harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang

dijatuhkan bisa efektif.

Sanksi tegas harus diputuskan kepada pelaku illegal mining, dengan pertimbangan
bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan illegal mining sangat besar,
yaitu merusak lingkungan hidup karena eksplorasi yang sangat berlebihan,
merugikan ekonomi negara yang mengakibatkan kemiskinan masyarakat, dan

melanggar Hak Dasar Masyarakat sekitar lahan pertambangan.

Kejahatan illegal mining saat ini harus segera diberantas dan diperbaiki, jika tidak
segera ditanggapi maka kerugian yang lebih besar akan menimpa negara
Indonesia dan merugikan masyarakat. Sehingga hukum yang tegas dan membuat

efek jera terhadap pelaku illegal mining adalah salah satu solusi yang tepat dalam
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memberantas kasus-kasus illegal mining yang terjadi. Setelah ditindak tegas,
maka segera diadakan reklamasi di lahan pertambangan yang rusak dan ganti rugi

kepada masyarakat yang dirugikan sekitar pertambangan.

Sangat penting juga disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, untuk senantiasa
melakukan pemeliharaan dan pencegahan (preventif), yaitu dengan ditegakannya
aturan-aturan syari’ah Islam dan mencegah hal-hal yang merusak dan menodai
syari’ah Islam™" sesuai dengan tata aturan yang telah Allah berikan didalam Al-

Qur'an dan Hadis.

. Saran-saran

1. Pemerintah melalui dewan legislatif perlu segera membuat Undang-undang
mengenai pertanggungjawaban illegal mining yang mengatur sanksi tegas bagi
pelaku illegal mining. Karena saat ini pengaturan illegal mining masih
mengacu kepada Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu
Bara yang tidak bisa memberantas illegal mining secara tepat dan cepat.

2. Hukum Islam harus menjadi sumber hukum yang diutamakan dalam
pembuatan UU illegal mining tersebut, terutama masalah kriteria dan bentuk
hukuman yang tegas, supaya menghasilkan produk hukum yang tepat.

3. Pendidikan lingkungan untuk masyarakat harus dilakukan sampai ke pelosok
daerah, supaya masyarakat menyadari dan memahami pentingnya kelestarian

lingkungan hidup yang dimiliki Indonesia.

1 yusuf al-Qaradhawi, Membumikan Syari’at Islam, terj. Muhammad zakki (Surabaya:
Dunia llmu, 1997) him. 58.
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